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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA 

 

A. Pengertian Narkotika 

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson 

Nadaek alam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan 

sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang 

berarti beku, lumpuh, dan dungu.
29

 Menurut Farmakologi medis, yaitu “ 

Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang 

berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong 

masih sadar namun masih haruis di gertak) serta adiksi.
30

 

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika 

adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan 

membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : 

menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).
31

 

Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah 

sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis 

yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak 

dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan – perdagangan gelap, 
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selain juga terkenal istilah dihydo morfhine.
32

 Selain definisi yang diberikan 

oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Undang – undang. 

Pada Undang – undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika memberikan 

pengertian narkotika sebagai berikut : 

1. Bahan – bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3  

2. Garam – garam dan turunan – turunan dan morfhine dan kokaina  

3. Bahan – bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang 

belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfhine atau 

kokaina yang ditetapkamn oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, 

bilamana di salahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang 

merugikan, sepertimorfina dan kokaina.  

4. Campuran – campuran yang sedian – sedian mengandung bahan yang 

tersebut dalam angka 1,2, dan 3. 

Undang – undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 

sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini atau 

yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. 

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika 

memberikan pengertian psikotropika adalah sebagai berikut : Psikotropika 
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adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat 

psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang 

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian 

tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah 

berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada 

umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat 

Narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang 

sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan 

pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut. 

Bunyi Undang – undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat 

dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan 

ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau 

kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
33

 

 

B. Golongan Narkotika 

Dalam pergaulan sehari – hari, narkotika dan psikotropika cendrung 

disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba 

(narkotika dan obat – obat terlarang / psikotropika) atau NAPZA, narkoba 

menrut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :  
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1. Alami, adalah jenis zat / obat yang diambil langsung dai alam, tanpa ada 

proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain – lain  

2. Semi Sintesis, jenis zat / obat yang diproses sedemikian rupa melalui 

proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain – 

lain.  

3. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-

an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang 

rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti :amphetamine, 

deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain – lain. 

Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para 

pecandu narkoba. 

Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis 

(overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (Withdrawal Syndrome) dan 

kalangan medis, obat – obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam 

beberapa kelompok yaitu:
34

 

1. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphurina, rasa ngantuk 

berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan 

mengakibatkan kejang – kejang, koma, napas lambat dan pendek – 

pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gambapng marah, gemetaran, 

panic serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan 

hidrimorfon.  
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2. Kelompok Depresent, adalah jenis obat yang brefungsi mengurangi 

aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa 

tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. 

 

C. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika 

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka 

dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau 

peristiwa pidana yaitu : 

1. Menurut Doctrine 

a. Dolus dan Culpa Dolus berarti sengaja, delik dolus adalah perbuatan 

sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : pasal 336 

KUHP. Culpa berarti alpa. “Culpose Delicten” artinya perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak 

sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati – hatian) saja, contoh : 

pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyarakatkan 

adanya tindak pidana. 

b. Commissionis, Ommissionis dan Commissionis per Ommissionem. 

Commissionis delik yang terjadi karena seseorang melangar larangan, 

yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material.Contoh : 

pasal 362 KUHP : Pasal 338 KUHP. Ommissions delik yang terjadi 

karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik 

formal. Contoh : pasal 164 KUHP, pasal 165 KUHP. Commissionis 
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per Ommissionem delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan 

perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat 

(berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 yakni 

dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam 

kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau 

pemelihaaan kepada orang itu. 

c. Material dan Formal. Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan 

peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal.Delik material 

yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang 

dilarang dan dianacam dengan pidana oleh Undang – Undang. Contoh 

: Pasal 338 KUNP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang 

penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik 

beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

oleh Undang – Undang. Contoh : pasal 362 KUHP, tentang pencurian. 

Dalam praktek kadang – kadang sukar untuk dapat menentukan 

sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti pasal 378 KUHP 

tentang penipuan. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara 

rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan. 
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d. Without Victim dan With Victim - Without Victim yaitu delik yang 

dilakukan dengan tidak ada korban - With Victim yaitu : delik yang 

dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.
35

 

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai crime without 

victim, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. 

Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak 

pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk 

kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (VictimlessCrime). 

Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, 

minuman keras, pornograpi, dan prostitusi.
36

 

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku 

dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, 

sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. 

Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji 

secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (Victimless Crime) ini 

sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup 

kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun 

tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan – perubahan yang 

dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena 
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itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati 

(Concensual Crimes).
37

 

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya 

meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya 

polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, professional, dan 

lain sebagainya. Di Amerika Serikat, maupun di Negara – Negara lain 

seperti misalnya : Cina, Belanda merupakan suatu konsekuensi yang sangat 

serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah 

bahwa kejahatan ini berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang 

disebut sebagai kejahatan terorganisir (organize crime). Kejahatan 

terorganisasi seperti ini adalah merupakan kejahatan yang berkaitan dengan 

kepentingan ekonomi. Dia eksis dan berkembang karena memberikan 

barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum. 

2. Menurut KUHP  

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 

mengkategorikan tiga jenis peristiwa pidana yaitu : 

a. Kejahatan (Crimes) 

b. Perbuatan buruk (Delict) 

c. Pelanggaran (Contraventions)
38

 

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam 

dua (2) jenis saja yaitu “ Misdrif” (kejahatan) dan “Overtreding” 

(pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan / syarat – syarat untuk 
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membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya mnetukan semua 

ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang 

terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana 

tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam 

dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran. Menurut M.V.T 

pembagian tindak pidana atas “kejahatan” dan “Pelanggaran” tersebut 

didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu: kejahatan adalah 

“Rechsdelicten” yaitu “perbuatan – perbuatan yang mskipun tidak 

ditentukan dalam Undang – undang, sebagai perbuatan pidana telah 

dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 

tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah “Wetsdelicten” yaitu 

“Perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat di ketahui 

setelah ada wet yang menentukan demikian. 

Pendapat M.V.T tersebut di atas, identik dengan pendapat S.B 

Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan antara pelanggaran dan 

kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang – undang dan delik 

hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedang pelanggaran merupakan 

delik Undang – undang. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum 

(Rechtsdelict) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati 

nurani setiap manusia dan asas – asas hukum pada umumnya. Sedang 

perbuatan akan merupakan delik Undang – undang (Wetsdelict), bila 

Undang – Undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu 

perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan 



 34 

asas – asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu 

merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan 

untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah: 

perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedang 

pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang – undang dicap sebagai 

suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.
39

 

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I 

KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti : 

a. Percobaan (poging) atau membantu (medeplictig heid) untuk 

pelanggaran tindak pidana pasal 54 pasal 60 KUHP.  

b. Daluarsa (Verjaring) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran 

pasal 78,84 KUHP.  

c. Pengaduan (Klacht) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak 

ada pada pelanggaran. 

d. Peraturan pada berbarengan (samenloop) adalah berlainan untuk 

kejahatan dan pelanggaran. 

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu 

kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan 

karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan 

Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu 
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kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang 

telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan 

melakukan suatu tindak pidana Narkotika. 

 

D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika 

Pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, tidak kita 

ketemukan dalam Undang – undang narkotika dan Undang – undang 

psikotropika, baik Undang – undang yang berlaku sekarang yaitu Undang – 

undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang – undang 

Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang – undang yang 

berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. No. 278 jo No. 536 tentang 

VerDoovende Middelen Ordonantie dan Undang – undang Nomor 9 tahun 

1976 tentang Narkotika. 

Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai 

pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar 

penegrtian dan penejlasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu 

dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan 

psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan – ketentuan yang 

terdapat dalam Undang – undang Nomor 5 tahun 1997 tentang PSikotropika. 

Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana 

narkotika dan psikotropika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan 

istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana 

yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan – perbuatan apa yang 
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diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang – 

Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang – undang yang mengatur, maka 

pidana tidak dapat dijatuhkan. 

Bab I pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “ Nullum Delicttum 

Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale”, yang pada intinya menyatakan 

bahwa tiada sutau perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan 

Undang – undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan 

istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan 

ketentuan Undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya. 

Guna memahami lebih jauh tentang, pidana, hukum dan hukum pidana 

maka perlu dicermati definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, 

diantaranya adalah: 

1. Pendapat Sudarto, tentang pidana, beliau menyatakan pidana adalah 

penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu itu.
40

 

2. Simorangkir, merumuskan definisi hukum, sebagai peraturan – peraturan 

yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku mausia dalam 

lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan – badan resmi yang 

berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibat 

diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.
41
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3. Chaerudin, memberikan deginisi hukum pidana yaitu sebagai berikut;  

a. Hukum pidana adalah hukum sansi, denisi ini diberikan berdasarkan 

ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan 

lapangan hukum lain.  

b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai 

perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum. 

c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai : 

1) Perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi 

pelanggannya.  

2) Dalam keadaan apa terhadap pelanggar dapat dijatuhi hukuman 

3) Bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.
42

 

Definisi tersebut di atas, dapat dicermati bahwa hukum pidana dapat 

dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi. Selain itu, 

antara hukum dan pidana juga mempunyai persamaan, keduanya berlatar 

belakang tata nilai (value) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan 

berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian norma dan sanksi sama – 

sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok 

manusia ada ketentuan yang harus di taati dalam pergaulan yang menjamin 

ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu 

ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat di taati. 

Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana 

merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung 
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sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang 

bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak 

pidana atau tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 

111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana 

penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan 

pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan 

status badan hukum. 

 

E. Sanksi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009 

Sebelum membahas sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika maka terlebih dahulu dibahas jenis naarkotika dan cara 

mengkonsumsinya, hal tersebut yang mengacu pemerintah mengatur 

perbuatan- perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika. 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 

terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh 

undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni : 

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau meneyediakan narkotika dan prekusor 

narkotika. 
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2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekusor 

narkotika. 

3. Ketegori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekusornarkotika. 

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransit nerkotika dan prekusor narkotika. Selain 

dalam kategori penyalahgunaan narkotika ada beberapaunsur-unsur dan 

golongan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 

tahun2009, hal ini dimaksudkan untuk menentukan sanksi dari perbuatan 

penyalahgunaan narkotikatersebut. 

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 

35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdiridari: 

1. Unsur setiaporang 

Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah 

orang. 

2. Unsur tanpa hak atau melawanhukum 

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai 

dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu; 

a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan 

sebelumnya telah diatur dalamundang-undang. 

b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan 
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melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus 

adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari 

masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan 

batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan 

suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu 

kesengajaan/dolus dankealpaan. 

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ; “Setiap orang yang 

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman 

4. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, 

golongan II dan golonganIII. 

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian dari masing-masing 

golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaiberikut: 

a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan 

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan 

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan. 
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b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan 

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi tinggi mengakibatkanketergantungan. 

c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan 

banyakdigunakandalamterapidan/atauuntuktujuanpengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan.
43

 

Adapun sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika telah diatur dalam 

undang-undang nomor 35 tahun 2009, sehingga dalam setiap perbuatan 

melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat 

memberikan efek jera bagi pelakunya. 

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku 

tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di 

dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok 

dan hukum tambahan.
44

 

Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan 

sebagai korban pergaulan secara bebas, Pskiater (ahli kejiwaan) menganggap 

bahwa tidak tepat apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang 
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berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang 

diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami 

depresi beraty ang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak 

mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang 

psikologis (Rehabiilitasi).
45

 

Berikut akan dijelaskan menganai perumusan sanksi pidana dan jenis 

pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak 

pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu : 

1. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan 

narkotika (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori,yakni: 

a. Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika 

dan prekusornarkotika. 

b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika 

dan prekusornarkotika 

c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan 

prekusornarkotika 

d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan 

prekusornarkotika. 

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 

tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua 

golongan narkotika, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat 

ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar 
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rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur-

unsurpemberatanmakapenerapandendamaksimumdaritiap- tiap pasal yang 

dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) Penerapan pidana penjara 

dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni 

pidana penjara dan pidana denda. 

2. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak 

pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun dan pidana dendan paling banyak Rp. 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan 

melawan hukum, yang meliputi: 

a. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakannarkotika. 

b. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. 

c. Mengunakan, memberikan untuk digunakan oranglain 

3. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa 

dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan 

Pasal 133 ayat (1) dan(2) 

4. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan 

diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan 

paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 

2.000.000.000,- (dua miliarrupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu 

narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 134 
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ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta 

rupiah).  

5. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau 

Prekusor Narkotika, yang terdapat dugaan kejahatan money loundering 

sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan 

pidana denda antara Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 

10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta 

rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam 

pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 

tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara 

limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan 

perbuatan pencucian uang, antara lain : tindak pidana korupsi, tindak 

pidaa narkotika, tindak pidana psikotropika, dansebagainya. 

6. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindakpidana 

narkotika (Pasal 138) sanksi yangdikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan 

kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga 

perbuatan ini dapat dikatagorikan sebagai perbuatan yang mengahalangi 

dan menghasut, sert mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di depanpersidangan. 
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7. Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut 

narkotika dan pengangkutan udara (Pasal 139)sanksi yang dikenakan 

ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) dan paling banyakRp. 1.000.000.000,- (satu 

miliarrupiah). Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan 

pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan 

narkotika antara negara pengimpor/pengekspor narkotika kepada negara 

tujuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terajadinya 

kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan 

oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekusor narkotika. 

8. Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang 

tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di 

mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89,  

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan 

Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekusor 

Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang 

sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau 

Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, 

Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik 

BNN yang melakukan penyitaan dan prekusor narkotika wajib melakukan 

penyegelandan membuat berita acara penyitaan, dan wajib 
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memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan 

Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan 

penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan negeri 

setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN 

bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan 

yang berada dibawah penguasaanya. 

9. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan 

hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil 

pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan 

melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana 

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima 

ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau 

prekusor narkotika, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi 

kebenaran terjadinya tindak pidana narkotika, sehingga dapat menentukan 

unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban 

pidannya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes 

laboratorium, untuk mengehindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap 

hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika, atau menukarkan 

hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik oranglain. 

10. Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak 

benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekusor 

narkotika di muka pengadilan (pasal 143) diancam dengan penjara paling 
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singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). 

11. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukanpengulangan 

tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun 

melakukan pengulangan tidak pidana maka ancaman pidana maksimum 

dari masing-masing pasal ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ketentuan ini 

mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak 

mengulangi perbuatan pidanalagi. 

12. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar 

wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 145). Warga negara Indonesia 

yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut 

dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkotika) meskipun diluar 

Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia. 

13. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana 

(Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua)tahun. 

Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan 

efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan 

yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab 

untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika. 

 
 

 


